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ABSTRAK

Penelitian Tesis ini mengangkat Rumusan Masalah tentang Jabatan Wakil
Menteri. adapun pertanyaan pertama Bagaimanakah Urgensi dan Fungsi Jabatan
Wakil Menteri menurut Undang-undang No. 39 tahum 2008 tentang Kementerian
Negara? kedua Bagaimanakah pandangan Fikih Siyasah Tanfiziyah terhadap
jabatan politik Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan? Kedua pertanyaan
tersebut dikaji dengan menggunakan dua teori sebagai pisau analisis. pertama
menggunakan Teori Siyasah tantiziyah yang kedua mengunakan Teori Efektifitas
Birokrasi Max Weber. Untuk menjawab pertanyaan pertama penulis
menggunakan Teori Efektifitas Birokrasi serta memberi gambaran umum urgensi
pengangkatan, posisi dan fungsi jabatan Wakil Menteri pada undang-undang No
39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam ketatanegaraan Indonesia.
Sedangkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua penulis menjabarkan tentang
pemerintahan Islam yang di dalamnya membahas wizarah atau kementerian yang
nantinya untuk membedah jabatan Wakil Menteri yang ada di Indonesia teori
Siyvasah Tanfiziyah.

Tesis ini merupakan penelitian pustaka dengan metode kualitatif deskriptif
yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Untuk memperkuat data yang
ada penulis mengandalkan data-data dari buku, artikel, jurnal dan sumber literatur
yang lainnya.

Hasil dari penelitian ini ialah: Pengangkatan Wakil Menteri pada
kementerian tertentu adalah konstitusional, tetapi dengan syarat ada kebutuhan
khusus. Dalam undang-undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
posisi Wakil Menteri tidak diatur secara jelas. Namun, sebagaimana diatur dalam
Perpres (Peraturan Presiden Republik Indonesia) No. 47 tahun 2009 Tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, memiliki peran penting.
Misal, mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi di
lingkungan kementerian.

Sedangkan dalam ketataegaraan Islam, berdasarkan kajian Siyasah
Tanfiziyah Lembaga kementerian negara disebut dengan wizarah dan pejabatnya
disebut Wazir. Dalam Siyasah Tanfiziyah, wizarah terbagi menjadi dua: Wazir
Tafwid dan Wazir Tanfiz. Wazir Tafwid dalam kedudukan dan kewenangan setara
dengan Perdana Menteri. Adapun Wazir Tanfiz dalam kedudukan dan
kewenangan dapat disetarakan atau sama dengan wakil mentei dalam konteks
pemerintah Indonesia saat ini.

Kata Kuci: Wakil Menteri, Siyvasah Tanfiziyah, Efektifitas birokrasi



ABSTRACT

This Thesis Research raises the Formulation of Problems about the
Position of Deputy Minister. The first question is the Urgency and Function of the
Position of Deputy Minister according to Law No. 39 tahum 2008 concerning the
Ministry of State? Second, what is the view of Fikih Siyasah Tanfiziyah towards
the political position of Deputy Minister in the system of government? Both
questions were examined using two theories as analytical knives. The first uses
the Siyasah Tanfiziyah theory, the second uses Max Weber's Theory of
Bureaucratic Effectiveness. To answer the first question the author uses the
Theory of Bureaucratic Effectiveness and gives an overview of the urgency of the
appointment, position and function of the position of Deputy Minister in law No.
39 of 2008 concerning the Ministry of State in Indonesian state regulation. As for
answering the question, the two authors describe the Islamic government in which
discussing wizarah or ministries that later to dissect the position of deputy
minister in Indonesia theory Siyasah Tanfiziyah

This thesis is a literature research with descriptive qualitative methods that
use normative juridical approaches. To strengthen existing data, authors rely on
data from books, articles, journals and other sources of literature.

The result of this study is: The appointment of a Deputy Minister to a
particular ministry is constitutional, but provided there is a special need. In law
No. 39 of 2008 concerning the Ministry of State the position of deputy minister is
not clearly regulated. However, as stipulated in Perpres (Presidential Regulation
of the Republic of Indonesia) No. 47 of 2009 concerning the Establishment and
Organization of Ministries of State, it has an important role. For example,
coordinating the achievement of strategic policies across organizational units
within the ministry.

While in islamic regulation, based on the study of Siyasah Tanfiziyah The
state ministry institution is called wizarah and its officials are called Vizier. In
Siyasah Tanfiziyah, wizarah is divided into two: Vizier Tafwid and Vizier Tanfiz.
Vizier Tafwid in position and authority is equivalent to the Prime Minister. Wazir
Tanfiz in position and authority can be equal or equal to the deputy minister in the
context of the current Indonesian government.

Key words: Deputy Minister, Siyasah Tanfiziyah, Effectiveness of
bureaucracy
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“Berkelanalah, kau akan temukan penggati orang-orang yang kau tinggalkan.
Bersunguh-sungguhlah dalam berusaha, karena kelezatan hidup itu ada pada
kesungguhan dalam berusaha dan upaya”

~ Imam Syafi’i~
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menteri adalah jabatan yang
bersifat politis. Dengan kata lain, menteri diangkat dan diberhentikan oleh
presiden sesuai dengan hak prerogatif presiden. Menteri melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh presiden serta
bertanggung jawab penuh hanya kepada presiden. Menteri memimpin lembaga
departemen dan non-departemen sesuai dengan nomenklatur yang disusun oleh
presiden. Lembaga kementerian dibuat untuk melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan. Kementerian negara dilengkapi dengan struktur organisasi yang
umumnya terdiri atas Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen),
Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Badan atau Pusat.
Disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa:?

“Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara
yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan;

Bahwa setiap menteri memimpin kementerian negara untuk
menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna
mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

! Agun Gunandjar Sudarsa. Jalan Panjang Pembentukan Undang-Undang Kementerian
Negara (Jakarta: Pansus KN DPR RI, 2008), him. 37.

2 Alinea ketiga Bab Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara.



Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara, menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu
dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
kementeriannya diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 Undang-Undang Dasar Negara Rl Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa
kekuasaan presiden tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan,
pengubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-
undang.

Hingga akhirnya struktur organisasi kementerian yang ada sebelumnya
dianggap belum mencukupi dan belum mampu menuntaskan semua tugas-tugas
kementerian negara, sehingga kini Presiden Joko Widodo mengangkat beberapa
orang sebagai Wakil Menteri sebagaimana yang pernah dilakukan pada masa
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Logika berpikir yang digunakan dalam mengangkat jabatan Wakil Menteri
adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi
kementerian negara. Sebelumnya, pemerintah Indonesia tidak pernah mengenal
adanya jabatan Wakil Menteri. Jabatan tertinggi pada kementerian negara
dipegang oleh menteri sebagai pembantu presiden. Undang-Undang Kementerian
Negara memang memberikan peluang yang luas kepada presiden untuk
mengangkat Wakil Menteri. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara dinyatakan bahwa dalam hal beban kerja yang
membutuhkan penangan khusus, presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada

kementerian tertentu.



Namun pengangkatan Wakil Menteri kali ini dirasa cukup berbeda karena
separuh formasinya diisi oleh orang-orang partisan (tim sukses Joko Widodo).
Pantaslah jika menimbulkan kontroversi di masyarakat dan jagad media. Publik
berhak menduga-duga apakah posisi Wakil Menteri ini hanya sebatas akomodasi
bagi pihak-pihak yang telah berjasa melanggengkan Joko Widodo untuk periode
kepemimpinannya yang kedua? Perlu ditegaskan, bahwa politik bagi-bagi kursi
Wakil Menteri semacam ini dapat menimbulkan citra negatif sekaligus berdampak
pada pelanggaran etika ketatanegaraan. Di satu sisi keberadaan Wakil Menteri
dirasa menjadi obat mujarab untuk menuntaskan tingginya tensi politik, namun di
sisi lain Wakil Menteri malah menimbulkan disfungsi organisasi dalam
kementerian negara. Akankah posisi Wakil Menteri benar-benar mampu
membantu menyelesaikan tugas menteri atau Wakil Menteri justru menjadi beban
anggaran negara? Hal pertama yang perlu digarisbawahi ketika membahas terkait
hukum bahwa ia akan selalu berkelindan dengan kehidupan sosial.® Terdapat
dominasi kelompok analytical jurisprudence, rechtsidee lehre, rechtsdogmatiek,
dan lainnya yang mewarnai dunia hukum tanah air. Selain itu terdapat pula versi
lain seperti psychoanalytic jurisprudence, critical legal theory, frei rechtslehre,
theory of natural law, dan sebagainya.*

Rumpun hukum pertama melihat hukum sebagai unit aturan teknis yang
sifatnya tertutup dan legal-formal. Sedangkan rumpun yang kedua, melihat hukum
sebagai unit terbuka dan menyentuh relung kehidupan manusia. Kedua rumpun

hukum tersebut sejatinya merupakan dokumen akbar yang berisi kaidah dan kisah

® Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogyakart : Kanisius tahun 2017), him. 15.
* Bernard L.Tanya, dkk. Teori Hukum (Yogyakarta : Genta Publishing 2013), him. 1.



pergulatan manusia sebagai pembutuh orde (tertib hidup). Dari sini manusia
bergulat antara dirinya dengan ‘kekuasaan’ di sekitarnya.

‘Kekuasaan’ yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menyodorkan diri
dan mempengaruhi kehidupan manusia, bisa berasal dari alam raya, perubahan
sosial, kepentingan kelompok, dan lainnya. Kisah pergulatan manusia yang
semacam itu, dengan tegas Wolfgang Friedmann berkata, teori hukum bergumul
dengan aneka antinomi, misalnya kehendak dengan pengetahuan, individu dengan
alam semesta, stabilitas dengan perubahan, akal dengan intuisi, positivisme
dengan idealisme, individualisme dengan kolektivisme, universalisme dengan
nasionalisme, demokrasi dengan otokrasi.”

Tatkala manusia belum mengarusutamakan hukum sebagai panglima,
maka yang menjadi acuan adalah arus ‘kuat-lemah’. Hukum pun diasosiasikan
dengan tatanan persaingan dan adu kekuatan. Keadilan masih menjadi barang
langka di masyarakat karena perjuangan ditekankan pada kemampuan untuk
bertahan hidup sesuai dengan kemampuan masing-masing. Perjuangan bertahan
hidup (survive) sendiri merujuk pada teori filsafat heroic mind,® di mana para
dewa berjuang tak sedikit yang menghalalkan segala cara seperti zina, mencuri,
membunuh, dan menipu (bohong).

Demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum, maka diperlukan kontrak

sosial bagi individu otonom. Demi terciptanya tertib hukum, akhirnya individu

> Ibid.,hlm 2

® Hukum merupakan tatanan yang dikuasai logika kekuatan karena memang berasal dan
diperuntukkan bagi manusia-manusia yang siap bersaing dalam kancah kekejaman dan nasib.
Tidak ada perbedaan antara aturan alam dengan aturan buatan manusia. Baik aturan alam dengan
aturan manusia dianggap bagian dari logika kekuatan (heroic mind). Lihat Karl Popper,
Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya terj. Uzair Faisal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2002), him. 85.



otonom tadi bersepakat untuk menyerahkan hak dan kebebasannya pada satu
kekuasaan yang berdaulat.’

Di masa modern, Kkekuasaan terimplementasikan pada susunan
pemerintahan yang berbentuk monarki, republik, dan federasi. Secara gamblang
kegiatan sebuah pemerintahan dapat diibaratkan seperti kapal yang sedang
berlayar dan dipimpin oleh seorang nahkoda sebagai pengemudi yang akan
membawa kapal melintasi samudera. Selayaknya mutlak dibutuhkan seorang
nahkoda yang mumpuni dan kompeten di bidangnya supaya dapat melabuhkan
kapal ke dermaga dengan aman.

Demikian halnya dalam bidang pemerintahan, kemampuan seorang
pemimpin pemerintahan yang menjalankan roda kekuasaan dituntut selain harus
memiliki kompetensi yang memadai, akan tetapi ia juga harus memiliki landasan
dan paradigma yang kuat sehingga diharapkan mampu membawa ke arah yang
lebih baik. Dengan kata lain, sebuah pemerintahan khususnya pemimpin
pemerintahan mutlak mempunyai integritas, kompetensi politik pemerintahan
yang kuat dilandasi paradigma atau tolok ukur evaluasi.

Seorang pemimpin sekaligus penyelenggara pemerintahan merupakan
primus interpares selayaknya mengetahui kemampuan dan kekuatan
pemerintahannya apakah sudah berkesesuaian dengan kepentingan rakyat atau

belum. Besarnya arus tuntutan masyarakat harus dapat direspon secara optimal,

7 Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2014), him. 65.



kemudian ditelaah dan diimplementasikan pada pengambilan keputusan atau
kebijakan yang tepat dan akurat.®

Syahdan bangsa Indonesia telah berulang kali mengalami pasang surut
pemerintahan sejak awal kemerdekaannya. Di masa mudanya, pemerintahan
Republik pernah dijalankan dengan semangat demokrasi terpimpin di masa
Soekarno hingga demokrasi Pancasila di masa Soeharto. Tak sedikit pula para
pembantu presiden yang tergabung dalam kabinet pemerintahan mengalami nasib
apes gara-gara pasang surut dinamika politik. Ada yang menjabat sebagai menteri
namun di Rushuffle dipertangahan jalan seperti Menteri Agama Fachrul Razi
digantikan oleh Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Kesehatan Terawan Agus
Putranto digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin.

Reformasi telah memasuki usia ke-21 di mana kini periode kedua
kepemimpinan Joko Widodo sebagai presiden. Di awali dengan mengenalkan para
pembantunya yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) masa bakti
2019-2024, tak ubahnya seperti yang sudah-sudah karena jabatan menteri pada
KIM diisi oleh sebagian besar politisi yang dulunya berkontribusi pada
kemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di pemilu 2019.°

Tak berakhir sampai di sini, Joko Widodo kembali menggunakan haknya
mengangkat 12 orang yang diberikan SK untuk menjabat sebagai Wakil Menteri

(Wakil Menteri), diantaranya Wakil Menteri Agama, 2 orang Wakil Menteri

8 Aminudin llmar, Hukum Tata Pemerintahan (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), him.
44,

9 Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada pemilu 2019 berhasil meraup suara sebesar
85.607.362 atau 55,50%, 68.650.239 atau 44,50 persen suara, unggul lebih dari 16 juta suara atas
pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang memperoleh suara sebesar 68.650.239 atau
44,50%. Lihat kominfo.go.id, diakses pada 21 Desember 2019.



BUMN, Wakil Menteri Pertanahan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil
Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wakil
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi, Wakil Menteri
Keuangan, Wakil Menteri Luar Negeri, dan Wakil Menteri Perdagangan.™
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan
pertanyaan sebagai berikut ini:
1. Bagaimanakah wurgensi jabatan Wakil Menteri dalam fungsi
ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara?
2. Bagaimanakah Pandangan Fikih Siyasah Tanfiziyah terhadap jabatan
politik Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan?
C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi urgensi pengangkatan
jabatan Wakil Menteri dalam fungsi ketatanegaraan di Indonesia
menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara.

19 Bandingkan dengan periode pertama Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla, di mana
dalam Kabinet Kerja hanya terdapat tiga orang Wakil Menteri, yaitu Wakil Menteri keuangan,
Wakil Menteri luar negeri, dan Wakil Menteri ESDM. Lihat
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/26/resmi-dilantik-jokowi-ini-ulasan-profil-12-wakil-
menteri, diakses pada 22 Desember 2020.



2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang dialektika
jabatan Wakil Menteri di Indonesia ditinjau dari sudut pandang
Siyasah Tanfiziyah.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam disiplin
ilmu siyasah dan hukum tata negara.

2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi seluruh
rakyat Indonesia sebagai panduan dalam menyikapi dinamika
ketatanegaraan yang dinamis.

3. Dalam konteks praktis, rakyat Indonesia diharapkan menjadi insan
bangsa yang kritis dan tanggap terhadap perubahan kondisi sosial,
politik, dan hukum yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Ubi
Societas Ibi lus yang artinya di mana ada masyarakat di situ ada
hukum.

D. Telaah Pustaka

Sudah banyak sumber pustaka yang membahas terkait cabang-cabang
kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Karya tulis ilmiah dan penelitian
yang mengulas perihal kekuasaan eksekutif di Indonesia sebagian besar
mengkritisi kewenangan yang dimiliki oleh presiden. Berangkat dari kewenangan
dan kekuasaan eksekutif, lantas banyak peneliti yang mengambil tema karya
tulisnya tentang pembatasan masa jabatan dan hak prerogatif presiden. Begitu

pula peneliti yang mengkritisi kekuasaan yudikatif, sebagian besar mereka



membahas terkait kekuasaan kehakiman, masa jabatan hakim, serta kewenangan
absolut dan relatif lembaga peradilan di Indonesia.

Penulis mengamati kajian tata negara yang telah ditulis dan dipublikasikan
terkait gonjang-ganjing posisi Wakil Menteri di Indonesia jumlahnya masih
minim. Hal itu terbukti saat melakukan penelusuran, dari beberapa literatur
penulis menemukan bebarapa kajian yang membahas tentang Wakil Menteri.

Tesis yang disusun oleh Saiful Anam dengn judul Kedudukan Wakil
Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara. Penelitian ini
membahas tentang makna pengangkatan Wakil Menteri oleh presiden dalam hal
terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus dalam
kementerian tertentu, selain itu juga membahas kedudukan Wakil Menteri dalam
susunan organisasi kementerian negara serta perbandingannya dengan AS, Rusia,
Malaysia, Kanada dan Korea Selatan. Tesis ini menggunakan metode penulisan
hukum normatif, dengan terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual
approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil tesis ini
menyarankan adanya restrukturisasi kedudukan Wakil Menteri dalam susunan
organisasi kementerian negara, sehingga kedudukan Wakil Menteri dalam

Susunan Organisasi.™*

Kemudian tesis yang disusun oleh Abdul Kadir Bubu, dengan judul Wakil
Menteri dalam Kabinet-kabinet Indonesia (Studi Terhadap Pembentukan dan

Pergeserannya dalam Sistem Pemerintah Indonesia). Penelitian ini mengkaji

11 Saiful Anam, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian
Negara, ” Tesis Universitas Indonesia (2013), him. 5.
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pengangkatan Wakil Menteri yang dilakukan oleh Presiden SBY dalam kabinet
Indonesia bersatu jilid 11 dengan menggunakan dasar Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008. Kontroversi tentang pengangkatan Wakil Menteri terjadi
karena Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tidak mengatur tentang jabatan
Wakil Menteri. Sesuai dengan prinsip konstitusi yang telah ditetapkan
menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dengan derajat yang
tertinggi. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada di bawah
Undang-Undang Dasar 1945 secara hierarkis tidak boleh betentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Penelitian ini mengacu kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan konvensi serta mengkaji
aspek sejarah dan situasi sosial politik dan hukum yang berkembang yang
berkaitan dengan permasalahan pembentukan kabinet dan keberadaan Wakil
Menteri.'?

Skripsi yang disusun oleh Ali Rahman dengan judul Tinjauan Hukum
Administrasi Negara tentang Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Tahun
2013. Mengkaji tentang Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri
dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang
kemudian digunakan sebagai bahan hukum primer. Kedudukan Wakil Menteri
dalam sistem presidensial di Indonesia masih mengalami ketidakjelasan di mana
dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara bahwa kementerian negara membawahi struktur birokrasi

yang terdiri atas Sekretariat jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen),

2 Abdul Kadir Bubu, “Wakil Menteri Kabinet-Kabinet Indonesia, Studi Terhadap
Pembentukan dan Pergeserannya Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia,” Tesis Universitas
Islam Indonesia (2013), him.7.
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Ispektorat Jenderal (Irjen), akan tetapi didalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor
60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri disebutkan bahwa “Wakil Menteri berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”. Keberadaan Peraturan
Presiden ini menjadi legitimasi yuridis kedudukan Wakil Menteri saat ini
meskipun tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara.13

Skripsi yang disusun oleh Anggia Putri Rambe, Yang Berjudul
Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/Puu-1X/2011). Penelitian ini mengkaji
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, muncul suatu jabatan baru dalam
kementerian yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-Undang Dasar 1945,
yakni jabatan Wakil Menteri. Jabatan Wakil Menteri ini menimbulkan kontroversi
yang terjadi di masyarakat yang berujung pada diajukannya permohonan
pengujian undang-undang (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ke MK RI.*

Skripsi yang ditulis H.Hidayat Sahabuddin dengan judul Tinjauan Yuridis
Tentang Fungsi dan Kedudukan Wakil Menteri menurut Perpress Nomor 60
Tahun 2012. Penelitian ini mengkaji tentang fungsi dan kedudukan Wakil Menteri

dengan analisis Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Dalam hal

3 Ali Rahman, “Tinjaua Hukum Administrasi Negara Tentang Kewenangan Wakil Menteri di
Indonesia, ” Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar (2013) him.11.

¥ Anggia Putri Rambe, “Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(Analisis
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/Puu-1x/2011). Skripsi Universitas Sumatera Utara
(2014), him. 8.
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Presiden mengangkat posisi baru dalam keorganisasian kementerian di Indonesia
yaitu posisi Wakil Menteri, yang mana presiden beranggapan dalam kementerian
tertentu terdapat beban kerja yang lebih, dengan begitu presiden mengeluarkan
peraturan untuk mengesahkan jabatan Wakil Menteri supaya membantu menteri
dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan diangkatnya jabatan Wakil Menteri,
struktur kementeri negara menjadi semakin tambun, karena setiap kementerian
bisa memiliki Wakil Menteri. Dengan fungsi jabatan yang terbatas jelas tidak
akan meningkatkan efektifitas kinerja organisasi kementerian. Selain menuai
banyak protes dari beberapa kalangan mengenai pengangkatn Wakil Menteri juga
berdampak pada keuangan negara yang semakin banyak mengalami pengeluaran.

Hal ini juga menyebabkan pemborosan pada kebijakan presiden.™

Kemudian penelitian yang dilakukan  oleh Aidin yang berjudul
Kedudukan Wakil Meneteri dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan presiden dalam pengangkatan
Wakil Menteri yang telah diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan implementasi dari sistem
presidensiil. Hal ini pengangkatan Wakil Menteri juga mengacu pada
ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara mengenai jabatan Wakil Menteri menentukan bahwa

Wakil Menteri bertugas dipengangkatannya hanya faktor kepentingan politis

5 H. Hidayat Sahabuddi, « Tinjauan Yuridis fungsi dan Kedudukan Wakil Menteri Menurut
Perpres No.60 Tahun 2012. Skripsi Universitas Hasanuddi Makassar (2013) him.7.



dari presiden.*®

13

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Gunawan, dengan Judul

Kekuasaan dan Mekanisme Pengangkatan Menteri pada Sistem Presidensiil di

Indonesia. Penelitian ini mengkaji Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep kekuasaan presiden

dalam pengangkatan menteri dalam sistem presidensial di Indonesia. Sehingga

bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi.'’

Tabel Perbedaan penelitian sebelumnya

Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian
Kedudukan Wakil Menteri | Restrukturasi kedudukan Wakil
Saiful Anam dalam Susunan Organisasi | Menteri dalam susunan organisasi
Kementerian Negara kementerian negara
Abdul  Kadir | Wakil  Menteri  dalam | Mengkaji Aspek sejarah dan
Bubu Kabinet-kabinet Indonesia | situasi politik yang berkembang
berkaitan dengan keberadaan
Wakil Menteri
Ali Rahman Tinjauan Hukum | Keberadaan Peraturan Presiden
Administrasi Negara | Menjadi legitimasi Yuridis
tentang Wakil Menteri di | Kedudukan Wakil Menteri
Indonesia 2013 meskipun tidak sejalan dengan
UU kementerian Negara
H.Hidayat Tinjauan yuridis tentang | Pengangkatan =~ Wakil  Menteri
Sahabiddi fungsi dan  kedudukan | berdamapak pada keuangana
Wakil Menteri menurut | negara yang semakin banyak
perpes no. 60 tahun 2012 mengalami pengeluaran dengan
tugas dan fungsi yang tidak
terbatas
Aidin Kedudukan Wakil Menteri | Pengangkatan  Jabatan ~ Wakil
dalam sistem ketatanegaraa | Menteri hanya faktor kepentingan
RI politis dari presiden
Wahyu Kekuasaan dan mekanisme | Menguraikan tentang
gunawan pengangkatan menteri pada | pengangkatan menteri pada sistem

16 Aidin, “Kedudukan Wakil Meneteri dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, ”
Jurnal lus Vol. Il No. 5 (Agustus 2014). him.3.

Y Wahyu Gunawan, “Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem
Presidensiil di Indonesia, ” Jurnal Jurict Diction, Vol. 1 No. 1 (September 2018), him. 23.
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sistem  Presidensial  di | presidensial
Indonesia

Setelah ditelaah dari uraian tersebut pengamatan penulis, ada beberapa
penelitian yang pembahasannya hampir sama, namun penulis belum menemukan
penelitian dengan tema tentang Urgensi pengangkatan Wakil Menteri dalam
tatanan Pemeritah dengan pendekatan Efektifitas Birokrasi menuju Good
Governance. Sehingga penulis membahas permasalahan tersebut agar
memberikan kontribusi tentang analisis terhadap posisi jabatan Wakil Menteri
dalam sistem ketatanegaran Indonesia. Penulis juga memadukan dengan teori
Fikih Siyasah Tanfiziyah.

E. Kerangka Teori

Pada bagian ini, terdapat beberapa penjelasan teoretik yang berhubungan
dengan narasi Fikih Siyasah Tanfizivah kemudian penulis melibatkan teori
efektifitas birokrasi, yang juga di dalamnya penulis singgung tentang struktural
lembaga negara.

1. Fikih Siyvasah

Dalam kajian fikih Siyasai™® sebagai bagian dari hukum Islam mengatur
masalah muamalah (selain akidah dan ibadah). Fikih Siyasah memiliki persamaan
dengan fikih pada umumnya dan Siyasah syar’iyyah, yakni sama-sama produk
ijtihad. Oleh karena itu sama-sama terbuka peluang terjadinya perbedaan dan

perkembangan pendapat.

18 Sahal Mahfudh. Nuansa Figih Sosial, Cet.7 (Yogyakarta: LKiS, 2011), him. 244,




15

Khusus mengenai perbedaan fikih Siyasah dengan Siyasah syar’iyyah,
para ahli dan pakar ada yang menyatakan bahwa antara keduanya merupakan
sinonim dan ada pula yang berpendapat bahwa keduanya bukan merupakan
sinonim karena memiliki perbedaan yang mencolok.

Argumentasi  fikih  Siyasah merupakan teori politik dan teori
ketatanegaraan dalam perspektif Islam tercantum dalam berbagai macam Kkitab
semisal al-Ahkam as-Sulthaniyyah karya Imam al-Mawardi, dan karena itu ia
tidak bersifat memaksa dan mengikat selama belum disahkan menjadi undang-
undang. Dalam kaitan ini fikih siyasah adalah sama statusnya dengan fikih pada
umumnya karena sama-sama tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
selama belum diadopsi menjadi produk hukum berupa undang-undang.

Sebaliknya Siyasah syar’iyyah merupakan berbagai peraturan yang
dilahirkan oleh ulil amri dan/atau ulama dalam berbagai bentuk peraturan
perundang-undangan (gawanin) yang sifatnya mengikat dan memaksa, sehingga
siapa pun yang melanggar atau tidak mematuhinya akan diberi sanksi sesuai
dengan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, yang berwenang menyusun
Siyasah syar’iyyah adalah ulil amri dan/atau ulama yang duduk bersama di

f.lg

lembaga legislatif.” Hal ini relevan dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf yang

menyatakan pengertian Siyasah syar’iyyah sebagai berikut:
“Otoritas  pemerintah  untuk membuat kebijakan yang dikehendaki

kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meski
pun tidak ada dalil tertentu yang mengaturnya”.

9 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. Figh Siya>sah Doktrin dan Pemikiran Politik
Islam (Yogyakarta: Erlangga, 2008), him. 18.

20 Farid Abdul Khalig. Fikih Politik Islam, terj. Faturrahman A. Hamid (Jakarta: Amzah,
2005), him. 26.
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Sedangkan Syaikh Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa siyasah
syar’iyyah merupakan salah satu cabang fikih?® yang membahas hubungan
individu dengan negara yang diatur dalam sistem ketatanegaraan, sistem
keuangan, sistem pemerintahan, dan sistem hubungan internasional.

Dalam siyasah syar’iyyah, konstitusi dapat disebut juga dengan dustiri.
Menurut istilah dustar berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan
hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik
yang tertulis maupun tidak tertulis (konvensi). Kata dustur diserap kebahasa
Indonesia bisa diartikan sebagai undang-undang dasar.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam
dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia
setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata
hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan
agama.?

Dalam Siya>sah syar’iyyah, kajian terhadap proses legislasi atau
kekuasaan legislatif disebut dengan sultah tasyr’iyyah, yaitu kekuasaan
pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan sebuah produk hukum.
Sebenarnya menurut ajaran Islam tidak seorang pun berhak menetapkan sebuah
hukum yang akan diberlakukan kepada manusia, kecuali Allah.?®

Keberadaan sultah tasyri ’iyyah digunakan untuk menunjukkan salah satu

kekuasaan dalam pemerintahan Islam yang mengatur cabang-cabang kekuasaan

21 Abdul Mogsith Ghazali, dkk. Fikih Energi Terbarukan Pandangan dan Respons Islam
atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya. (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2017), him. 6.

2 Muhammad Igbal. Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta:
Prenamedia Group, 2014), him. 177.

2 Al-An’am (6) ayat 57.
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selain sultah tanfiziyah (kekuasaan eksekutif) dan sultah gadha’iyyah (kekuasaan
yudikatif). Maka kekuasaan sultah tasyri’iyyah sejatinya adalah kekuasaan
pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan
dilaksanakan oleh rakyat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah
dalam syariat.** Dalam sultah tasyrdiyyah?> pemerintah melaksanakan tugas
Siyasah syar’iyyah untuk membentuk suatu hukum yang hendak diterapkan di
masyarakat demi kemaslahatan bersama sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai
Islam.?
Siyasah Tanfiziyah

Penjelasan di atas telah memberikan gambaran yang berhubungan dengan
topik tulisan ini, bahwa Siyasah syar iyyah yang berhubungan dengan konstitusi
disebut juga dengan Siyasah dusturiyyah, sedangkan dalam cabang kekuasaan,
ada yang berhubungan dengan kekuasaan eksekutif atau disebut dengan sultah
Tanfiziyah. Untuk itu, penulis disini menggunakan teori dengan istilah Siyasah
tantiziyah (aturan mengenai kekuasaan eksekutif) atau perundang-undangan yang
berhubungan dengan kekuasaan eksekutif (sultah tantiziyah) dalam menganalisis
Wakil Menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara.

2 Ali Sodikin, dkk. Figh Ushul Figh; Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di
Indonesia. (Yogyakarta: Beranda, 2004), him. 3.

> Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi; 1. Pemerintah sebagai pemegang
kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam; 2.
Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya; dan 3. Isi produk hukum itu sendiri harus sesuai
dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Lihat Muhammad Igbal. Figh Siyasah Figh Siyasah,
Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, him. 187.

%6 ). Suyuthi Pulungan. Fikih Siya>sah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Yogyakarta;
Ombak, 2014), him. 44.
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Pada konteks sultah tanfiziyah, berarti di dalam penjelasannya lebih
melihat beberapa konsep, seperti; imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/amir
dan wizarah/wizar,?” di dalam tradisi Islam klasik mempunyai peranan dalam
pengelolaan kekuasaan. dalam konstruksi Siyasah tanfiziyah ini terdapat beberapa
bentuk atau bidang dalam kekuasaan eksekutif. Di sisi lain, dalam konteks
Siyasah dusturiyyah lebih melihat bagaimana konstitusi atau kaidah prinsip pokok
bagi pemerintahan yang ada di dalam perundang-undangan, baik tertulis atau tidak
tertulis dalam tradisi Islam klasik mempunyai peranan dalam mengatur
kekuasaan.?®

2. Efektifitas Birokrasi

Efektifitas secara umum dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam
pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan, konsep efektifitas merupakan
konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi.
Efektifitas sebuah organisasi dapat ditentukan sejauh mana ia telah mencapai
sebuah tujuan yang telah ditentukan.?® Dapat dikatakan efektif jika pencapaian
usaha yang sesuai dengan rencananya (doing the right things) atau rencana hasil
dibandingkan dengan realisai hasil.

Menurut Max Weber, model yang paling efektif untuk mengorganisasi
orang dalam jumlah yang besar dan dalam struktur organisasi yang besar dan

berhirarki panjang adalah birokrasi modern.®® Dalam beberapa hal, prosedur

27 Ketiga poin tersebut dijelaskan secara rinci pada bab 2.

%8 pembahasan secara mendalam dijelaskan pada bab 2.

2 Donni Junni Priasnsa dan Agus Garinda. Manajemen Perkantoran, Efektif, Efisien, dan
Profesional (Bandung: Alfabeta, 2013), him.11.

%0 Deden Fathurohman, Wawan Sobari, pengantar llmu Politik Cet 4. (Malang, UMM
Press 2004), him. 114.
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birokratis menghambat inisiatif, tetapi juga menjamin keputusan berdasarkan
kriteria umum bukan berdasarkan kriteria individu. Hal ini juga diungkapkan oleh
Weber bahwa birokrasi modern mampu mengurangi posisi jabatan, meskipun
tidak akan memberantas sepenuhnya praktik nepotisme. Kinerja diukur
berdasarkan prestasi, bukan berarti kenaikan jabatan melalui jalur koneksi atau
kekerabatan bisa hilang seratus persen.

Hal ini dapat diyakini semakin dekat orgasnisasi ke bentuk birokrasi ideal,
semakin efektif pula organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.
Weber juga sering mengkaitkan birokrasi dengan teknolgi infrastruktur organisasi
sebagai mesin canggih. Semakin birokratis suatu organisasi, semakin banyak
tugas yang ditetapkan dan dirinci. Semua hubungan kerja harus ditegaskan secara
formal dalam job deskripsi yang jelas dan tegas.®*

Keunggulan efisiensi birokrasi diharapkan berasal dari karakterisktik
seperti yang dijelaskan oleh Weber. Agar seorang individu bisa bekerja secara
efisien, dia harus memiliki keterampilan-keterampilan khusus yang diperlukan
dan menerapkan keterampilan tersebut secara rasional dan energik, untuk
melaksanakan tugasnya.*

Menurut Max Weber kategori “rational legal authority” sebagai berikut,
Fungsi-fungsi personil yang menurut ketentuan atau hukum berlaku. Mempunyai

ruang lingkup kewenangan. Organisasi kepegawaian mengikuti suatu pola

31 Untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi diperlukan berbagai aktifitas reguler dengan
suatu cara yang baku sebagai kewajiban-kewajiban resmi. Pembagian kerja yang sangat jelas ini
memungkinkan birokrasi untuk menggunakan pakar-pakar spesialisasi dalam setiap poosisi
tertentu dan membuat setiap kinerja tugas-tugasnya dapat dislesaikan secara efektif. M. Makhfudz,
Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Graha Iimu, 2013), him. 56.

% Ibid. him 58.
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hierarki. Ketentuan yang mengatur segala tindakan personil didasarkan atas
norma-norma hukum. Staf administrasi harus terpisah dari pemilikan alat-alat
produksi. Semua keputusan-keputusa, ketetuan-ketentuan, diarsip tetulis.®

Roy. C. Macridis mengatakan terdapat perlengkapan yang besar sekali,
suatu birokrasi, sebagai suatu badan yang terdiri dari berjuta-juta pegawai yang
menjalankan tugasnya. Karena itu menurut Macridis untuk menjalankan tugas
tersebut, yaitu, ‘civil service’ haruslah diorganisir dengan baik, harus kompeten
dan efisien.

Mengapa birokrasi menjadi hal penting untuk dipermasalahkan, karena
birokrasi pemerintahan memegang peran penting dan strategis dalam menjalankan
roda pemerintahan negara. Baik buruknya, efektif tidaknya mesin birokrasi
sebagai penyelenggara pemerintahan yang bersangkutan. Proses reformasi
birokrasi di negara manapun tetap berlangsung hingga kapanpun dengan
argumentasi bahwa yang abadi di dunia adalah perubahan.

Struktur Kelembagaan Negara dalam Birokrasi

Montequieu dalam  konsep Trias politika membagi kekuasan negara
menjadi tiga, yakni, eksekutif, legislatif dan yudikatif.*®> Dengan tujuan untuk
memberikan pembatasan pada kekuasaan serta untuk mencegah dari
penyalahgunaan kewenangan. Dengan harapan hak-hak asasi warga negara
terjamin. Hak warga negara bisa terjamin jika fungsi kekuasan tidak dipegang

oleh satu orang melainkan terpisah (separating of power).

33 JM. Papasi, llmu Politik Teori dan Praktik, (Yogyakarta, Graha llmu, 2010,) him. 34.

* Ibid,. him. 35.

* Jimly Asshiddigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekretariat Jenderal
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hIm. 34.
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Perlu dicatat terkait fungsi cabang atau badan negara selain sebagai
pemisah kekuasaan, ialah sebagai pembagian (distribution of power) cabang atau
lembaga negara tidak berkeja secara terpisah namun saling berkolaborasi,
mengimbangi dan mengawasi (Cheks and Balance). Dengan semangat cheks and
balance kekuasan negara diatur, dibatasi, dan dikontrol sehingga bisa dicegah
penyalahgunaan kekuasaan oleh individu yang memegang tampuk kekuasan dan
kewenangan negara.>®

Trias politika menjadi rujukan pilihan bagi negara-negara untuk
membentuk pemerintahannya sesuai kondisi dan kultur masing-masing.
Pemerintahan negara dari tiga macam kekuasaan yang dikenal dengan kekuasan
legislatif atau kekuasan membuat undang-undang, eksekutif kekuasaan
melaksanakn undang-undang dan kekuasaan yudikatif atau kekuasan
kehakiman.®’

Salah satu tujuan dari Trias Politika adalah untuk tidak menyerahkan
kekuasaan pada satu orang agar tidak terjadi penyalahgunaa oleh pihak yang
berkuasa. organisasi atau cabang pemerintah harus dilakukan pemisahan dan
dibatasi dengan peran dan fungsinya masing-masing, serta tidak diperkenankan
untuk mencaplok tugas dari organisasi atau cabang yang lain. Serta anggota dari
setiap cabang dilarang utnuk merangkap jabatan. Dengan begini masing-masing

setiap organ mengawasi dan mengontrol dari setiap lembaga negara yang ada.*®

% Desmond J. Mahesa, Fungsi-Fungsi Dpr RI teks, sejarah, dan Kritik. (Jakarta: PT
Kompas Media Nusantara, 2020), him.4.

%" Dahlan Thaib, DPR Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia, (Yogyakarta: Liberty,
2002), him. 31.

% Jimly Assidigie, Konstitusi dan Ketata negaraan, (Jakarta: The Biografy Institute,
2007), him. 40.
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Lembaga negara yang terbagi dalam tiga bagian kekuasaan,
legislatif,eksekutif, dan yudikatif secara teknis disebut dengan Government
(Pemerintahan) yang merupakan alat perlengkapan negara. Setiap pembagiannya
memiliki fungsi yang peran yang sangat vital. Oleh karenya suatu rancangan
organisani atau lembaga negara dibuat sesuai dengan fungsi dan perannya. Seperti
halnya Form Follow Function yang dimunculkan oleh Louis Henri Sullivan.
Menurutnya bentuk atau ornamen keindahan bagunan yang sekedar hiasan tidak
memiliki peran penting atau fungsi sebaiknya di pangkas.*

Suatu bangunan ialah yang memiliki fungsi. Tidak semata-mata untuk
menunjukkan bahwa bagunan tersebut sekadar keindahan arsitektur, akan tetapi
aspek fungsional yang dicukupi secara alami mengikuti idialisme dari perpaduan
bentuk dang fungsi. Serta menemukan bentuk yang ideal sesuai
dengankegunannya. Hal ini juga terjadi pada lembaga negara, setiap lembag
dibentuk berdasarkan peran dan fungsi yang mencukupi atau hanya sebatas hiasan
yang tidak memiliki fungsi urgen sehingga menambah beban negara.

F. Metode Penelitian

Supaya penelitian ini mencapai tujuan dengan tetap mengacu pada standar
ilmiah sebuah karya tulis, maka metode yang digunakan sebagai acuan dalam
penelitian®® ini sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

% Louis Sullivan, The tall Office Building Arsistically considered, (Lippincott’s
Magazine, 1896) him. 54.

“% Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
Cet.12 (Bandung: Alfabeta, 2011), him. 5.
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Jenis penelitian ini adalah (library research) yaitu penelitian yang
bertujuan untuk menyatukan data-data informasi dengan menelaah bahan
pustaka yang ada dan relevan untuk mengkaji tentang jabatan Wakil
Menteri di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penulisan tesis ini bersifat deskriptif analitis. Penentuan penelitian
ini didasarkan dua alasan yaitu: Pertama, penelitian ini akan berusaha
memberikan gambaran mengenai dinamika persoalan jabatan Wakil
Menteri. Kedua, urgensi dan fungsi jabatan Wakil Menteri dalam struktur
kelembagaan Negara Republik Indonesia.

3. Pendekataan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yuridis normatif dan sosio positifistik.
Pendekatan yuridis normatif mengkaji penerapan kaidah atau norma
dalam hukum positif. Pendekatan ini menggunakan konsepsi legis
positivis.** Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma
tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang.
Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang
bersifat mandiri dan tertutup.

Melalui kacamata yuridis normatif, maka pendekatan yang
digunakan secara yuridis formil di mana Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dianalisis dengan cara pandang

Siyasah tanfiziyah.

*1 H. R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, cet. Ke 3 (Bandung: PT.
Refika Aditama, 2007), him. 35.
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Sedangkan pendekatan sosio Positifistik dimaksudkan untuk
memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam realita
sosial. Apabila muncul problematika sosial, dengan menggunakan
pendekatan sosio posistifistik melaului langkah-langkah diagnosis,
perencanaan dan perubahan. Yang bertujuan untuk memunculkan solusi

yang komprehensif dan bermanfaat bagi sistem ketatanegaraan.*?

4. Sumber Data
Dalam tesis ini pengumpulan data dilakukan secara literer yaitu
dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan jabatan
menteri di Indonesia serta referensi kepustakaan lain yang berkaitan
dengan Siyasah tanfiziyah, kewenangan eksekutif. Sumber data dalam
penulisan tesis ini terdiri dari:

a. Data primer: Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara, Perpres, dan Keppres. Sivasah Tanfiziyah, teori
kewenangan eksekutif, dan Struktur kelembagaan negara.

b. Data sekunder berupa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan
pengangkatan Wakil Menteri.

Sedangkan analisis data dalam tesis ini menggunakan metode

kualitatif. Metode ini merupakan proses penelitian yang sistematis,

2 Jan Jonker, dkk., Metode Penelitian, panduan untuk master dan Ph.D. di bidang
manajemen. (Jakarta, Salemba Empat 2011), him. 25.
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karena dimulai dari pengumpulan data, pemilahan data, pengkategorian,
pembandingan, dan penafsiran data.

Oleh karena itu, dalam tesis ini data-data utama seperti produk
hukum  berupa peraturan  perundang-undangan, artikel-artikel
kontemporer menjadi sajian utama untuk dipaparkan sesuai dengan
rumusan masalah. Setelah sumber-sumber utama terkumpul maka penulis
melakukan pemilahan dan pengkategorian supaya data-data yang telah
terkumpul (disistematisasi) kemudian dianalisis.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknih yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah
menggunakan tehnik dokumentatif. Penulis mencoba untuk mencari dan
menggunakan bahan literasi sehingga singkron dengan judul yang
penulis angkat, sebagaimana judulnya yaitu kontroveri Wakil Menteri
kabinet Indonesia Maju perspektif Siyvasah Tanfiziyah.

Dalam proses penelitian ini dilakukan dengan menelaah
kepustakaan yang sudah dipilih dan dikategorikan, kemudian
menyajikan data yang sudah didapatkan dalam bentuk deskriptif.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil pendalaman akan diuraikan dan
dilakukan secara kualitatif, kemudian bisa mendapatkan hasil yang jelas
terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas, dengan menggunakan

deduktif induktif.
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Deduktif adalah cara berfikir yang dimulai dari pengetahuan yang
sifatntya umum dan akan ditarik pada suatu kesimpulan yang sifatnya
khususnya.”* Cara ini digunakan untuk mengolah informasi yang
diperoleh dari data-data yang berhubungan dengan judul penelitian.
Sementara induktif, merupakan metode dari kata yang memiliki sifat
khusus kemudian dijabarkan menjadi suatu kesimpulan yang sifatnya

umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini terdiri atas Lima Bab. Masing-
masing Bab terdiri atas sub-sub Bab dengan penjelasan yang lebih terperinci. Bab
pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan. Bagian ini ditampilkan untuk mengetahui secara
persis problem akademik, pokok permasalahan, signifikansi penelitian-penelitian
terdahulu, serta teori yang hendak digunakan.

Pada Bab kedua Tinjauan Umum Wakil Menteri dalam Siyasah tanfiziyah
Efektifitas Birorasi. Yang membahas mengenai teori utama yang digunakan dalam
penulisan tesis. Terdapat beberapa teori yang akan dijelaskan dalam bab ini yaitu
Siyasah tanfiziyah, Efektifitas Birokrasi.yang menjadi pisau analisis untuk

membedah rumusan masalah.

* Sutrisno Hadi, Metode Riset, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2000), him. 36.
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Kemudian di bab ketiga gambaran umum Wakil Menteri dalam
ketatanegaran Indonesi, yang membahas tentang mekanisme uji kelayakan dan
kepatutan Wakil Menteri, Tumpang Tindih antara Tugas Kewengan Wakil
Menteri dan Sekretaris Kementerian, Selayang Pandang jabatan Wakil Menteri
dalam kabinet di Pemerintahan Indonesia..

Sedangkan di bab keempat Analisis jabatan Wakil Menteri Perspektif
Siyasah tanfiziyah membahas mengenai analisis dari pendalaman kajian Siyasah
tanfiziyah, tentang pandangan islam terkait posisi Wakil Menteri, kedudukan
Wakil Menteri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab lima Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang diuraikan dan sudah dianalisa berdasarakan
rumusan yang diangkat, maka penilis dalam hal ini memberikan kesimpulan

sebagai berikut:

1. Urgensi jabatan Wakil Menteri dalam fungsi ketatanegaraan di Indonesia
menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara berdasarkan hasil analisis ialah, Pengangkatan Wakil
Menteri terdapat dinamika pasca putusan MK No.79/PUU-1X/2011 yang
merubah kedudukan Wakil Menteri sebagai jabatan politik atau karier,
sehingga memberika Presiden kewenangan yang lebih luas untuk
mengangkat untuk mengangkat Wakil Menteri dari dari berbagai kalangan.
Sedangkan pada Undang-Undang Kementerian N0.39 tahun 2008 Wakil
Menteri hanya dapat dijabat oleh pejabat karier setara eselon l.a dalam
Undang-Undang tentang Kementerian Negara ini hanya terdapat syarat
”beban kerja yang membutuhkan penangan khusus” dalam membentuk
Wakil Menteri tanpa mengatur mekanisme pengangkatan jabatan negara,
sebagaimana jabatan yang lain seperti, Presiden, Tentara Negara Indonesia
(TNI) Kepolisian, dan Pegawai negeri Sipil.

Urgensi dalam pengangkatan Jabatan Wakil Menteri merupakan hal yang

komplek terutama dalam perundang-undangan. Kendati dalam Undang-

119
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Undang Dasar 1945 tidak mengatur tentang pengangkatan Wakil Menteri,
bukan berarti hal ini tidak konstitutional. Pemerintah harus dengan tegas
dan menyampaikan urgensi pengangkatan Wakil Menteri yang terdapat
beban kerja yang membutuhkan penanganan yang khusus, dan
membutuhkan pengangkatan Wakil Menteri. Dengan begitu Pengangkatan
Wakil Menteri bisa memberikan angin segar dalam upaya menjalankan
roda pemerintahan dengan optimal dan efektif sesuai dengan fungsi dari
sturktu yang ada dalam pemerintah.

2. Pandangan Fikih Siyvasah Tanfiziyah terhadap jabatan politik Wakil
Menteri dalam sistem pemerintahan, pada kabinet Indonesia maju, Dalam
Pespektif SivaSah Tanfiziyah, tidak ditemukan secara eksplisit
pembahasan dan pengaturan mengenai Wakil Menteri. Akan tetapi,
Kementerian Negara dapat dianalogikan dengan konsep wizarah,
sedangkan yang menjabat disebeut Wazir/pembantu Khalifah. Dalam
Kajian SiyaSah Tanfiziyah seorang Khalifah diperbolehkan mengangkat
dua Wazir Tanfiz dalam pemerintahannya. Kebijakan inilah merupakan
inkarnasi terhadap sebuah jabatan Wakil Menteri yang ada dalam Sistem
Pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini ‘mengenjawantah bahwa
kewenagan, kedudukan, fungsi dan tugas Wakil Menteri memiliki
kesamaan dengan Wazir Tanfiz.

B. Saran

Mengenai posisi jabatan Wakil Menteri dalam struktur organisasi

Kementerian Negara, kedepan pemerintah harus tegas menentukan, posisi,
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tugas, fungsi Wakil Menteri berada dimana. Hal ini sangat penting karena
tugas dan kewenangannya hampir setara dengan sekjen dan Sekretariat
Kementerian sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaanya. Bukan
tidak mungkin hal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan yang
menyebabkan tidak berjalanya pemerintah sesusai dengan prinsip good

governance

Temuan penulis tentang Wakil Menteri yang menuai prokontra bagi
kalangan pakar hukum, birokratik dal lainnya. Bukan akhir dari pembahasan
berkaitan dengan jabatan Wakil Menteri. Masih terdapat beberapa kajian
terbuka kemungkinan pembahas yang lebih mendalam dan kritis untuk
mengeksplorasi dari berbagai aspek, baik Undang-Undang maupun ketentuan
yang akan terlaksana pada yang akan dating. Tenyan penelitian ini masih

memiliki kertebatasan secara detail untuk membahas terkait Wakil Menteri.
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